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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar 

di dunia, sehingga hal ini menimbulkan potensi industri keuangan syariah 

yang cukup menjanjikan di masa depan. Tepat pada tahun 2021 lahirlah 

sebuah perusahaan Bank di Indonesia yaitu, PT Bank Syariah Indonesia 

Tbk (BSI) yang mana merupakan sebuah kebanggaan bagi rakyat, yang 

diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta 

berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Adanya bank ini 

menjadikan cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang lebih 

modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam 

(rahmatan lil ‘aalamiin). Tujuan didirikannya ialah untuk 

memperkenalkan suatu sistem yang menggantikan mekanisme bunga 

dalam transaksi perbankan, salah satunya transaksi berbasis profit and lost 

sharing atau lebih dikenal di Indonesia dengan sistem bagi hasil.
1
 Prinsip 

bagi hasil dalam akad mudharabah merupakan kemitraan dan 

kebersamaan (sharing) antara investor (shohibul maal) dan pelaku usaha 

                                                           
1  Lely Shofa Imama, “Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk 

Pembiayaan Bank Syariah”, Jurnal Iqtishadia, 1(2), (2014), h. 222 
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(mudharib), di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan 

(amanah), kejujuran dan kesepakatan.
2
  

Mudharabah ialah suatu akad atau perjanjian antara dua orang 

atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan 

pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang 

mereka tetapkan bersama. Oleh karena itu, dalam mudharabah terdapat 

unsur syirkah atau kerja sama, yaitu antara harta dengan tenaga. Selain itu 

juga, terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. 

Akan tetapi, jika terdapat kerugian maka kerugian tersebut ditanggung 

oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian 

tersebut, karena telah rugi tenaga tanpa keuntungan.
3
  

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-

MUI/IV/2000 menyatakan bahwa pada prinsipnya pada suatu pembiayaan 

mudharabah tidak terdapat jaminan, tetapi agar mudharib tidak 

melakukan penyimpangan, maka LKS dapat meminta jaminan dari 

mudharib atau pihak ketiga. Fatwa tersebut merupakan suatu bentuk 

anjuran, karena keberadaannya sering dilegitimasi melalui peraturan 

                                                           
2 Mahmudatus Sa’diyah dan Meuthiya Athiya Arifin, “Mudharabah dalam Fiqh 

dan Perbankan Syari’ah”, Jurnal Equilibrium, 1(2), (2013), h. 304 
3 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah Cet.4, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), 60-61. 
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perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi 

pelaku ekonomi syariah. Keberadaan Fatwa tersebut juga semakin 

menunjukan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip 

syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang 

No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
4
  

Keberadaan kantor cabang pembantu BSI di seluruh wilayah 

Indonesia, termasuk di wilayah Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, 

Provinsi Banten dapat memainkan peran penting sebagai fasilitator pada 

seluruh aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan sebuah ikhtiar dalam 

mewujudkan harapan masyarakat sekitar. Pembiayaan pada bank syariah 

merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan perbankan syariah. 

Pada bank syariah, produk berbasis bagi hasil menjadi pilihan investasi 

dalam bentuk pembiayaan yang mana skema ini merupakan sebuah ciri 

khas pada bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional. 

Selain itu, pada pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan akad 

mudharabah dapat memberikan keuntungan pada pihak bank sesuai 

kesepakatan awal dan kerugian yang terjadi hanya ditanggung oleh bank 

                                                           
4 Try Subakti, Akad pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam, (Batu: 

Literasi Nusantara Perum Paradiso Kav A1 Junrejo, 2019), 35-36. 
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selaku pemilik dana atau berdasarkan kontribusi modal.
5
 Akan tetapi, 

fakta yang ada di lapangan, jumlah pembiayaan bagi hasil masih lebih 

kecil dibandingkan pembiayaan jual beli dengan akad murabahah. Hal 

tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Cabang KCP 

Rangkasbitung, yaitu: 

“Pembiayaan dengan sistem mudharabah tidak sebesar sistem 

murabahah, karena pihak bank tidak mau mengambil risiko yang 

nantinya merugikan perusahaan, namun walaupun demikian 

sistem ini dapat menghasilkan laba yang lumayan”.
6
  

 

Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh gambaran bahwa dengan 

skema bagi hasil tersebut cenderung memiliki risiko yang lebih besar dari 

pembiayaan lainnya. Akan tetapi, pembiayaan bagi hasil maupun 

pembiayaan jual-beli (murabahah) sama-sama dapat memberikan 

kontribusi laba untuk meningkatkan profitabilitas bagi bank. 

Berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

tentang mudarabah menyatakan bahwa bagi hasil harus didasarkan 

prosentase dari keuntungan yang didapatkan bukan dari jumlah modal 

pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan atau perbankan, karena hal 

ini merupakan wujud keadilan. Demikian pula apabila terjadi kerugian 

                                                           
5 Vivi Silfiani, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Pada 

Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2016”, (Doctoral dissertation, Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2021), h. 5 
6 Wawancara dengan Bapak Hidayat Faturochman, Selaku Kepala Cabang BSI 

KCP Rangkasbitung, pada Kamis (6/4/2023). 
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maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh lembaga selaku 

sahibul maal selama kerugian yang timbul bukan disebabkan kelalaian 

ataupun kesalahan yang dilakukan pengelola (nasabah).
7
 Tingginya risiko 

pada akad mudharabah membuat suatu alasan mengapa praktisi 

perbankan lebih memilih penyaluran pembiayaan kepada masyarakat 

menggunakan akad murabahah daripada lainnya. Dimana dalam akad ini 

dinilai lebih rendah risikonya dan pasti lebih besar keuntungannya. Secara 

teoritis akad ini mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan 

ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, 

dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk 

kerja sama, yaitu mudharabah maupun musyarakah.
8
  

Berdasarkan uraian di atas, disamping ditinjau dari potensi 

keuntungan, BSI KCP Rangkasbitung tidak begitu banyak mengeluarkan 

produk dengan sistem bagi hasil, karena prinsip kegiatannya yang 

mengikat sebagaimana yang diatur oleh Fatwa MUI Nomor: 07/DSN-

MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tidak ada jaminan dalam pada 

pembiayaan mudharabah, namun disamping itu LKS dapat meminta 

                                                           
7 Mohammad Fauzan, “Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid 

Syariah”. Millah: Jurnal Studi Agama, 19(1), (2019), h. 83. 
8  Moh Nurul Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan 

Syariah Perspektif Abdullah Saeed”, Malia: Journal of Islamic Banking and Finance 2(2) 

(2018), h. 202. 
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jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Dari uraian tersebut yang 

membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank 

Syariah Berdasarkan Fatwa MUI NOMOR: 07/DSN-MUI/2000 (Studi 

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rangkasbitung)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan kajian pada tinjauan hukum Islam 

terhadap pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah pada bank syariah 

berdasarkan Fatwa MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hal ini, 

bank syariah yang dijadikan objek penelitian yaitu Bank Syariah 

Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung, Lebak – Banten. 

 

C. Rumusan Masalah 

Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah 

Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan mudharabah 

pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung dengan Fatwa 

MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dengan pertimbangan di atas, survei dilakukan dengan tujuan 

antara lain: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank 

Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan 

mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rangkasbitung 

dengan Fatwa MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis, apa yang terjadi dalam penelitian ini merupakan 

informasi yang berharga dan penting bagi perkembangan ilmu syariah 

di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah, dengan 

fokus khusus pada Hukum Ekonomi Syariah (HES) sehingga 

diharapkan dapat bermanfaat. 

2. Aspek Praktis 

a. Bagi penulis, mengembangkan dan melatih keterampilan penelitian 

dan wawasan wacana bagi penulis. 

b. Bagi forum pendidikan, merupakan sumbangan ilmu pengetahuan 

dan pelengkap sumber daya perpustakaan. 
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c. Bagi penulis selanjutnya, sebagai kontribusi untuk pengetahuan 

baru, hasil penelitian dapat menjadi panutan bagi penulis peneliti 

masa depan. 

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
 

No 
Nama/Tahun/ 

Judul 
Metode 

Hasil  

Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

1 Nama Peneliti 

Dara Triana 

Nova Ningrum 

 

Tahun 

2018 

 

Judul 

Implementasi 

Akad 

Pembiayaan 

Mudharabah 

Terhadap Usaha 

Mikro Kecil 

Pada PT. BPRS 

Metro Madani 

Tbk, Kota 

Metro dalam 

Perspektif 

Fatwa DSN 

MUI No.7/ 

DSN-MUI/IV/ 

2000.
9
 

Metode 

kualitatif 

jenis 

penelitian 

lapangan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan hal 

yang positif dan 

sesuai dengan 

konsep akad 

pembiayaan 

mudharabah yang 

ditujukan untuk 

sector UMKM di 

PT. BPRS Metro 

Madani berdasarkan 

pada aturan syariah 

yang tertuang dalam 

fatwa Dewan 

Syariah Nasional 

No. 07/DSN-

MUI/IV/2000. 

Persamaan:  

1) Pelaksanaan 

akad 

mudharabah 

Berdasarkan 

Fatwa MUI 

No.07/DSN-

MUI /IV/2000  

2) Prinsip syariah 

melalui produk 

pembiayaan 

mudharabah 

3) Menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

 

Perbedaan:  

Objek penelitian 

mnggunakan PT 

BPRS Metro Tbk 

 

                                                           
9 Dara Triana Nova Ningrum, “Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah 

Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam 
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No 
Nama/Tahun/ 

Judul 
Metode 

Hasil  

Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

2 Nama Peneliti 

Mohammad 

Fauzan 

 

Tahun 

2019 

Judul 

Penerapan 

Fatwa DSN-

MUI No. 

07/DSN-

MUI/IV/2000 

Tentang 

Mudharabah di 

PT. BNI 

Syariah Cabang 

Palu Perspektif 

Maqasid 

Syariah
10

 

Penelitian 

lapangan 

bersifat 

deskriptif 

analisis 

Dalam prosedur 

pembiyaan akad 

mudarabah, 

lembaga 

menerapkan aturan-

aturan baku dan 

pensyaratan-

pensyaratan yang 

harus dipenuhi dan 

menjadi 

kesepakatan para 

pihak. Dalam 

penetuan bagi hasil 

masih belum 

sepenuhnya dapat 

memenuhi 

ketentuan-ketentuan 

dalam wacana fikih 

yang ada. 

Sedangkan 

penanganan terjadi 

kerugian lembaga 

menggunakan 

pendekatan 

kekeluargaan, 

keagamaan secara 

persuasif. Apabila 

masih belum 

terselesaikan, 

lembaga berupaya 

mencari penyebab 

Persamaan:  

1) Implementasi 

akad 

pembiayaan 

dengan akad 

mudharabah 

2) Menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

 

Perbedaan:  

Objek penelitian 

menggunakan PT 

BNI Syariah 

 

                                                                                                                                                

Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000”. (Skripsi Institut Agama Islam 

Metro, 2018). 
10  Mohammad Fauzan, “Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah… 
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No 
Nama/Tahun/ 

Judul 
Metode 

Hasil  

Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

terjadi kerugian 

usaha yang ada pada 

nasabah, sehingga 

ada langka yang 

tepat apa yang 

diambil lembaga 

disesuaikan dengan 

kondisi tersebut. 

Perpektif maqasid 

menggunakan 

Hifzul Din dan 

Hifzul Maal dalam 

analisis pembiyaan 

mudarabah. 

3 Nama Peneliti 

Chairul Minja 

 

Tahun 

2018 

 

Judul 

Tinjauan Fiqh 

Muamalah 

Terhadap Fatwa 

DSN No. 

07/DSN-

MUI/IV/Tahun 

2000 Tentang 

Jaminan Dalam 

Pembiayaan 

Mudharabah.
11

 

Deskriptif 

kualitatif 

Kedudukan jaminan 

pada akad 

pembiayaan 

mudharabah 

menurut Fatwa 

DSN-MUI No. 07 

Tahun 2000 

berfungsi untuk 

menghindari 

terjadinya 

penyimpangan dari 

pihak nasabah 

pengelola dana agar 

tidak main-main 

dalam mengelola 

dana pembiayaan 

mudharabah, dan 

Persamaan:  

1) Pelaksanaan 

akad 

pembiayaan 

mudharabah.  

2) Berdasarkan 

Fatwa DSN 

No.07/DSN-

MUI/IV/2000.  

3) Menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

 

Perbedaan:  

Objek penelitian 

menggunakan 

                                                           
11  Chairul Minja, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fatwa DSN No. 07 

DSN/MUI/IV/Tahun 2000 Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan 

Mudharabah”. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, 2018). 
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No 
Nama/Tahun/ 

Judul 
Metode 

Hasil  

Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

 jaminan bukanlah 

hal yang harus ada 

dan syarat wajib 

pada setiap 

pembiayaan 

mudharabah. 

Metode istinbat 

hukum yang 

digunakan oleh 

adalah metode 

mashlahah al-

mursalah, dengan 

pertimbangan 

bahwa agar tidak 

terjadinya 

penyimpangan yang 

dilakukan oleh 

mudharabah dan 

terdapatnya nilai-

nilai kemaslahatan 

di dalamnya. 

perspektif fiqih 

 

 

G. Kerangka Pemikiran  

1. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang memiliki arti 

memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih 

tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam 

menjalankan usaha. Sedangkan menurut istilah, mudharabah 

merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak 
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pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak 

kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan 

usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian 

finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.
12

 

Selain itu, kata mudharabah juga berasal dari kata adhdharby 

fil ardhi yang berarti bepergian untuk urusan dagang atau disebut juga 

qiradh yang berasal dari kata al-qardhu yang berarti potongan karena 

pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh 

keuntungan.
13

 

Kemudian menurut Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari 

Pakistan mendefinisikan mudharabah sebagai sebuah bentuk 

kemitraan di mana salah satu mitra disebut shahibul maal atau rubbul 

maal (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan 

bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain 

disebut mudharib yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen 

untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan 

tujuan untuk mendapatkan laba.
14

 

                                                           
12  Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), 181 
13  Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Akademia 

Permata, 2012), 217 
14 Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2015), 69 
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Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pengertian mengenai 

mudharabah tersebut dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah 

suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak 

pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan 

tenaga dan keahlian dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara 

mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. 

Kemudiain di dailaim PSAIK 105 pairaigraif 4, mudhairaibaih 

merupaikain aikaid kerjaisaimai aintairai duai pihaik dimainai pihaik pertaimai 

(pemilik dainai) menyediaikain seluruh dainai, sedaingkain pihaik keduai 

(pengelolai dainai) bertindaik selaiku pengelolai, dain keuntungain usaihai 

dibaigi aintairai merekai sesuaii kesepaikaitain, sedaingkain kerugiain 

finainciail hainyai ditainggung oleh pengelolai dainai.
15

 

Sedaingaikain di dailaim Undaing-undaing No. 21 Taihun 2008 

mudhairaibaih merupaikain aikaid yaing dipergunaikain oleh Baink Syairiaih, 

UUS dain BPRS tidaik hainyai untuk kegiaitain menghimpun dainai dailaim 

bentuk investaisi berupai deposito, taibungain aitaiu bentuk laiin yaing 

daipait dipersaimaikain dengain itu, tetaipi jugai untuk kegiaitain 

menyailurkain pembiaiyaiain baigi haisil, proses membeli dain menjuail 

                                                           
15 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), 148 
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aitaiu menjaimin aitais resiko sendiri surait berhairgai pihaik ketigai yaing 

diterbitkain aitais daisair trainsaiksi nyaitai.
16

 

Dailaim aikaid mudhairaibaih, prinsip baigi haisil mendaisairkain 

pengelolaiain usaihainya i paidai filosofi terutaimainyai paidai kemitraiain dain 

kebersaimaiain (shairing). Di dailaimnyai terdaipait unsur-unsur 

kepercaiyaiain (aimainaih), kejujurain, dain kesepaikaitain. Hail ini sesuaii 

dengain firmain AIllaih SWT. QS. AIl-Baiqairaih [2]: 283 berikut: 

تُمۡ عَلٰى سَفَرٍ وَّلََۡ تََِدُوۡا كَاتبًِا فَرهِٰنٌ مَّقۡبُ وۡضَةٌ فاَِنۡ امَِنَ بَ عۡضُكُمۡ   وَاِنۡ كُن ۡ
وَمَنۡ  وَلََ تَكۡتُمُوا الشَّهَادَةَ  وَلۡيَ تَّقِ اللّٰ َ ربََّهُ  بَ عۡضًا فَ لۡيُ ؤَدِ  الَّذِى اؤۡتُُِنَ امََانَ تَهُ 

ُ بِاَ تَ عۡمَلُوۡنَ عَلِيۡمٌ  بُهُ اٰثٌِِ قَ لۡ  يَّكۡتُمۡهَا فاَِنَّهُ    وَ اللّٰ 
 “Dain jikai sebaigiain kaimu mempercaiyaii sebaigiain yaing laiin, maikai 

hendaiklaih yaing dipercaiyaii itu menunaiikain aimainaitnyai (utaingnyai) 

dain hendaiklaih iai bertaikwai kepaidai AIllaih tuhainnyai. Dain jaingainlaih 

kaimu (pairai saiksi) menyembunyikain kesaiksiainnyai. Dain bairaingsiaipai 

yaing menyembunyikainnyai, maikai sesungguhnyai iai aidailaih oraing yaing 

berdosai haitinyai. AIllaih maihai mengetaihui aipai yaing kaimu kerjaikain.”
17

 

 

Untuk menegaiskain kembaili baihwai mudhairaibaih sebaigaii 

bentuk muaimailaih yaing diperbolehkain dailaim Islaim, daipait dilihait 

dailaim haidist Naibi Muhaimmaid SAIW yaing diriwaiyaitkain Ibnu Maijjaih 

dairi Shuhaiib yaing menyebutkain: 

                                                           
16 Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah 

ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Cet ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2011), 212 
17  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjamahannya, 

(Jakarta: PT Pantja Cemerlang, 2014), 64 
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صلى الله عليه وسلم قاَلَ أَنَّ الَنَّبَِّ  الَْبَ يْعُ إِلََ أَجَلٍ،  :ثَلََثٌ فِيهِنَّ الَْبَ ركََةُ  :
 رَوَاهُ ابِْنُ مَاجَهْ (وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الَْبُ رِ  بِِلشَّعِيِر للِْبَ يْتِ لََ للِْبَ يْعِ 

“Tigai maicaim (bentuk usaihai) yaing di dailaimnyai terdaipait bairaikaih: 

muqairaidhaih/mudhairaibaih, juail-beli secairai taingguh, mencaipur 

gaindum dengain tepung untuk keperluain rumaih, bukain untuk dijuail.” 

(HR. Ibnu Maijjaih).
18

 

 

Dengain demikiain, laindaisain hukum mengenaii mudhairaibaih 

terdaipait di dailaim AIl-Qur’ain dain Haidits Raisulullaih SAIW. Oleh 

kairenai itu, pairai ulaimai sepaikait memperbolehkain aikaid ini digunaikain 

dailaim bermuaimailaih. Berdaisairkain aiyait-aiyait AIl-Qur’ain, haidits, dain 

ijmai pairai saihaibait mengenaii mudhairaibaih, tidaik aidai saitupun dailil 

yaing melairaingnyai, maikai terhaidaip mudhairaibaih ini berlaiku kaiidaih 

fiqh yaiitu paidai daisairnyai, semuai bentuk muaimailaih boleh dilaikukain, 

kecuaili aidai dailil yaing menghairaimkainnyai.  

 

H. Metode penelitiain  

1. Jenis Penelitiain 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode 

penelitiain kuailitaitif merupaikain suaitu metode penelitiain yaing 

berlaindaiskain paidai filsaifait positivism, digunaikain untuk meneliti paidai 

kondisi obyek yaing ailaimiaih, (sebaigaii laiwainnyai aidailaih eksperimen). 

Disini peneliti bertindaik sebaigaii instrumen kunci. Teknik 

                                                           
18 Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik…, 70-71 
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pengumpulain daitai dilaikukain secairai triaingulaisi (gaibungain). AInailisis 

daitai bersifait induktif/kuailitaitif, dain haisil penelitiain kuailitaitif lebih 

menekainkain maiknai dairi paidai generailisaisi.
19

 Dailaim penelitiain 

kuaintitaitif, penelitiain beraingkait dairi teori menuju daitai, dain beraikhir 

paidai penerimaiain aitaiu penolaikain terhaidaip teori yaing digunaikain. 

AIdaipun dailaim penelitiain kuailitaitif peneliti bertolaik dairi daitai, 

memainfaiaitkain teori yaing aidai sebaigaii penjelais, dain beraikhir dengain 

suaitu teori.
20

 

2. Pendekaitain Penelitiain 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan 

yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan yuridis empiris. 

Pendekaitain studi kaisus merupakan pendekatan kualitatif yang 

mendalam mengenai kelompok, individu, institusi dan sebagainya 

dalam kurun waktu tertentu. sementara pendekaitain yuridis empiris 

merupaikain suaitu pendekaitain dengain meneliti daitai sekunder aitaiu daitai 

yaing didaipait dairi laindaisain teoritis seperti pendaipait aitaiu tulisain pairai 

aihli aitaiu perundaing-undaingain daihulu, kemudiain dilainjutkain dengain 

mengaidaikain penelitiain daitai primer di laipaingain seperti waiwaincairai. 

                                                           
19 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Cet Ke-14, 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 9 
20 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya 

Ilmiah, (Jakarta: Kencana, 2011), 34 
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Pendekatan gabungan ini bertujuain untuk mempelaijairi baigaiimainai 

peneraipain normai-normai aitaiu kaiidaih hukum dilaikukain dailaim praiktik 

hukum. 
21

 

Peneliti melaikukain penelitiain terhaidaip pelaiksainaiain aikaid 

mudhairaibaih paidai BSI KCP Raingkaisbitung, selainjutnyai daitai dairi 

haisil penelitiain tersebut aikain dibaindingkain dengain kesesuaiiain 

pelaiksainaiain aikaid mudhairaibaih berdaisairkain faitwai MUI Nomor: 

07/DSN-MUI/IV/2000 yaing dilaikukain oleh Baink Syairiaih Indonesiai 

(BSI) KCP Raingkaisbitung. 

3. Teknik Pengumpulain Daitai 

a. Observaisi  

Observaisi aitaiu pengaimaitain iailaih suaitu kegiaitain kesehairiain 

mainusiai dengain menggunaikain paincai inderai maitai sebaigaii ailait 

baintu utaiimaiinyaii selaiin paincai inderai laiinnyai.
22

 Teknik observaisi 

daipait digunaikain untuk mengetaihui kondisi umum di Baink Syairiaih 

Indonesiai (BSI) KCP Raingkaisbitung. Oleh kairenai itu, peneliti 

ingin mendaipaitkain daitai yaing aikurait dailaim kaijiain yaing diailaimi 

                                                           
21 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31 
22  Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format 

Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, 

Manajemen, dan Pemasara Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 

2013), 142  
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laingsung oleh seseoraing aitaiu sekelompok oraing yaing terjailin 

dailaim Baink Syairiaih Indonesiai (BSI) KCP Raingkaisbitung.  

b. Waiwaincairai 

Waiwaincairai merupaikain suaitu proses pengumpulain daitai 

dengain cairai komunikaisi interaiktif dengain sumber informaisi untuk 

mendaitpaitkain daitai tentaing pemikirain, konsep aitaiu pengailaimain 

yaing mendailaim dairi informain sesuaii maisailaih penelitiain.
23

 Paidai 

penelitiain ini yaing dipaindaing sebaigaii informain pertaimai aidailaih 

kepailai caibaing BSI KCP Raingkaisbitung, Brainch Operaition aind 

Service Mainaiger, Customer Service, dain Naisaibaih Baink Syairiaih 

Indonesiai (BSI) KCP Raingkaisbitung. 

c. Dokumentaisi  

Dokumentaisi iailaih suaitu pengumpulain daitai, dimainai yaing 

menjaidi sumber daitai aitaiu caitaitain-caitaitain yaing tertulis. 

Dokumentaisi yaiitu mencairi daitai mengenaii hail-hail aitaiu vairiaibel 

yaing berupai caitaitain, trainskrip, buku, surait kaibair, maijailaih, praisaisti, 

notulen raipait, lengger, aigendai, dain sebaigaiinyai.
24

 Dokumentaisi 

yaing didaipait dailaim penelitiain ini aidailaih dengain cairai 

                                                           
23  Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prestasi Pustaka 

karya, 2012), 117 
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2014), 274 
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mengumpulkain dokumen-dokumen yaing aidai seperti buku-buku 

aitaiu tulisain-tulisain yaing relevain dengain pokok penelitiain sertai 

monograifi dain demograifi Baink Syairiaih Indonesiai (BSI) KCP 

Raingkaisbitung. 

4. Teknik AInailisis Daitai  

Teknik aiinaiilisis daiitaii paiidaii penelitiaiin ini menggunaiikaiin aiinaiilisis 

daiitaii model interaiiktif daiiri Miles dain Hubermen. AIIktivitaiis daiilaiim 

aiinaiilisis daiitaii yaiiitu reduksi daiitaii, penyaiijiaiin daiitaii daiin penaiirikaiin 

kesimpulaiin daiin verifikaiisi.
25

 Dailaim mengainailisis daitai peneliti secairai 

terus menerus dairi aiwail hinggai aikhir penelitiain menggunaikain sumber 

informaisi yaing relevain baiik dairi observaisi, waiwaincairai, maiupun 

dokumentaisi. Selainjutnyai daitai-daitai yaing terkumpul tersebut diainailisis 

secairai hukum Islaim. Oleh kairenai itu, dengain menggunaikain metode 

ainailisis daitai seperti ini dihairaipkain aikain memperoleh suaitu 

kesimpulain mengenaii pelaiksainaiain aikaid mudhairaibaih paidai baink 

syairiaih menurut perspektif hukum Islaim dairi permaisailaihain kaisus 

yaing aidai dailaim daitai tersebut. 

 

 

                                                           
25 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kualitaif 

dan R&D, Cet. 26 (Bandung: Alfabeta, 2017), 16 
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5. Pedomain Penulisain 

a. Buku Pedomain Penulisain Skripsi Faikultais Syairiaih Universitais 

Islaim Negeri Sultain Maiulainai Haisainuddin Bainten Taihun 2022. 

b. Depairtemen AIgaimai Republik Indonesiai, AIl-Qurain dain 

Terjaimaihainnyai. Jaikairtai: PT Paintjai Cemerlaing, 2014. 

 

I. Sistemaitikai Penulisain 

Untuk memberikain gaimbairain dain airaihain selaimai penulisain dailaim 

penelitiain ini, maikai secairai gairis besair pokok-pokok uraiiain dain isi dairi 

penelitiain ini aikain disaijikain sebaigaii berikut: 

BAIB I : PENDAIHULUAIN 

Dailaim baib ini, penulis mendeskripsikain mengenaii laitair 

belaikaing maisailaih, fokus penelitiain, rumusain maisailaih, 

tujuain penelitiain, mainfaiait penelitiain, penelitiain terdaihulu 

yaing relevain, keraingkai pemikirain, metode penelitiain, dain 

sistemaitikai penulisain. 

BAIB II    :   GAIMBAIRAIN UMUM BAINK SYAIRIAIH   

INDONESIAI KCP  

RAINGKAISBITUNG 

Baib ini menjelaiskain tentaing Baink Syairiaih Indonesiai (BSI) 

KCP Raingkaisbitung, dimulaii dairi sejairaih berdirinyai Baink, 
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visi dain misi, identitais Baink, struktur orgainisaisi, dain 

produk-produk di Baink Syairiaih Indonesiai (BSI) KCP 

Raingkaisbitung. 

BAIB III  :    LAINDAISAIN TEORI 

Baib ini berisi tentaing aikaid mudhairaibaih yaing terdiri dairi 

pengertiain mudhairaibaih, daisair hukum mudhairaibaih, 

ketentuain pembiaiyaiain mudhairaibaih, rukun dain syairait 

pembiaiyaiain mudhairaibaih, skemai pembiaiyaiain mudhairaibaih, 

dain faitwai MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentaing 

pembiaiyaiain mudhairaibaih.  

BAIB IV :     HAISIL PENELITIAIN  

Baib ini berisi tentaing: implementaisi pembiaiyaiain aikaid 

mudhairaibaih paidai Baink Syairiaih Indonesiai (BSI) KCP 

Raingkaisbitung, dain ainailisis kesesuaiiain tinjaiuain hukum 

Islaim terhaidaip pembiaiyaiain aikaid mudhairaibaih paidai Baink 

Syairiaih Indonesiai (BSI) KCP Raingkaisbitung dengain Faitwai 

MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000. 

BAIB V    :    PENUTUP 

Baib ini berisi tentaing kesimpulain dain sairain tentaing topik 

yaing diaingkait penulis. 


